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BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4@ TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

Nomor 28  Tahun 1999  tentang
g Bersih dan Bebas dari Korupsi,
baran Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang
Penyelenggaraan Negara yan
Kolusi dan Nepotisme (Lem
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Indonesia Nomor 3851);

Tahun 2003 tentang Keuangan

Republik Indonesia Tahun 2003

a Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 17

Negara (Lembaran Negara

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara (Le
Tahun 2004 Nomor 5, Tam
Indonesia Nomor 4355);

] Tahun 2004 tentang
mbaran Negara Republik Indonesia
bahan Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, T ambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

gawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
blik Indonesia Tahun 2005

Republik Indonesia

Pembinaan dan Pen
Daerah (Lembaran Negara Repu
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4593);
74 Tahun 2004 tentang

gan Pimpinan dan Anggota
Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor
Kedudukan Protokoler dan Keuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Indonesia Tahun 7004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga  atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 .Tah.un 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
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 Peraturan P

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 5S4 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemernintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Kecuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor

4577),;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

emerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penvusunan dan Penerapan Standar Peclayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
cgara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tcntar'lg
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Lembaran N

Organisasi
Indonesia Tahun 2007
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran  Negara

n 2010 tentang Standar
Republik



Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambah
Negara Republik Indonesia Nomor S165); S SSteE

24. fcraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
entang Pedoman Pengelolaan Ke
uangan Daerah (Lembara
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 (Scri E); ’

235. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

‘Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

inggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

.. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 229.194.360.114,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.255.985.957.821,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah Rp. 347.908.917.572,00

Jumlah Pendapatan Rp.1.833.089.235.507,00

2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial Rp.
4) Belanja Bantuan Keuangan Rp.

Rp. 1.148.585.819.917,00
Rp.  58.049.713.122,00

5.704.500.000,00
67.877.687.085,00

ja Ti Rp. 2.500.000.000,00
HESSEEES rerdues Rp.1.282.717.720. 124,00
b. Belanja Langsung
00
1) Belanja Pegawai Rp. 65 148.2(1)2.(7)33,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 341.120.806. 43,00
3) Belanja Modal Rp. 409.457.065.949, .
Rp. 815.726.382.687, .
0
i Rp. 2.098.444.102.811,
Jeml R EEE Rp. | 265.354.867.304,00

Defisit



3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 275.901.867.304,00
b. Pengeluaran Rp. 10.547.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 265.354.867.304,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. O’ 00
Pasal 2

Ringkasan Pfanjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
jalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
3upati ini.

Pasal 3

>enjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
_ampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

| . : : :
‘\:‘elaksanaan penjabaran APBD yang diatur dalam peraturan ini dituangkan lebih
njut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai

engan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

|

\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
'mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Desember 2012

S ———————-S——




